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Abstract

This study aims to examine the implementation of the social reconstruction curriculum model in promoting
a more just and democratic society. The main problem addressed is the low relevance of existing curricnla
to real social issues, such as inequality, marginalization, and the lack of democratic participation among
students. The method used in this research is a literature review with a qualitative approach, analyzing
various scholarly sources related to curriculum studies and critical education. The results indicate that the
social reconstruction curriculum model serves as an effective alternative for integrating social issues into the
learning process. This approach enconrages students to think critically, participate actively, and develop
social awareness toward issues in their communities. Furthermore, the role of teachers as facilitators is
crucial in creating dialogical and reflective learning environments. Therefore, the implementation of a
socially oriented curriculum bas significant potential to foster socially conscions individuals who contribute
to the development of a more democratic and equitable society.

Keywords: Social Reconstruction Curriculum, Social Justice, Democratic Education, Critical Pedagogy,

Participatory Iearning

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan model kurikulum rekonstruksi sosial
dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Permasalahan
utama yang diangkat adalah masih rendahnya relevansi kurikulum terhadap realitas sosial,
seperti ketimpangan, marginalisasi, dan kurangnya partisipasi demokratis peserta didik.
Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui
analisis berbagai sumber ilmiah terkait kurikulum dan pendidikan kritis. Hasil kajian
menunjukkan bahwa model kurikulum rekonstruksi sosial mampu menjadi alternatif
dalam mengintegrasikan isu-isu sosial ke dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini
mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif, serta memiliki
kepedulian terhadap permasalahan sosial di lingkungannya. Selain itu, peran guru sebagai
fasilitator menjadi sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang dialogis dan
reflektif. Dengan demikian, implementasi kurikulum rekonstruksi sosial berpotensi besar
dalam membentuk individu yang sadar sosial dan berkontribusi terhadap terciptanya
masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
Kata Kunci: Kurikulum Rekonstruksi Sosial, Keadilan Sosial, Pendidikan Demokratis, Pedagogi Kritis,
Pembelajaran Partisipatif

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia
sekaligus menentukan arah perkembangan suatu masyarakat. Dalam konteks global yang terus
berubah, sistem pendidikan dituntut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan,
tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa
kurikulum yang diterapkan di banyak lembaga pendidikan masih cenderung berorientasi pada
aspek kognitif semata dan kurang responsif terhadap persoalan-persoalan sosial yang
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berkembang di masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya sensitivitas sosial peserta
didik serta terbatasnya kemampuan mereka dalam memahami dan menyelesaikan masalah sosial
secara kritis. Permasalahan ketimpangan sosial, marginalisasi kelompok tertentu, ketidakadilan,
serta lemahnya praktik demokrasi menjadi isu yang masih relevan di berbagai konteks, termasuk
di Indonesia. Pendidikan seharusnya mampu menjadi solusi dalam menjawab tantangan
tersebut. Akan tetapi, kurikulum yang bersifat statis dan kurang kontekstual justru mempetlebar
jarak antara dunia pendidikan dan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan
kurikulum yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut, salah satunya melalui model
kurikulum rekonstruksi sosial.

Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan pendekatan yang menempatkan pendidikan
sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Model ini berakar pada
pemikiran teori kritis yang menekankan pentingnya kesadaran sosial, emansipasi, dan partisipasi
aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh-tokoh seperti George S. Counts dan Paulo Freire
menjadi landasan penting dalam pengembangan paradigma ini, di mana pendidikan dipandang
sebagai proses dialogis yang membebaskan dan memberdayakan individu untuk terlibat dalam
perubahan sosial. Dalam perspektif kurikulum rekonstruksi sosial, peserta didik tidak hanya
diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki peran dalam
menganalisis dan menyelesaikan persoalan sosial. Pembelajaran dirancang berbasis masalah
nyata yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga mendorong keterlibatan langsung peserta didik
dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu
yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis,
dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, pendekatan ini juga menuntut perubahan peran guru dari sekadar penyampai
materi menjadi fasilitator yang membimbing proses pembelajaran secara dialogis dan reflektif.
Guru diharapkan mampu menciptakan ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan partisipatif,
sehingga peserta didik dapat mengemukakan pendapat, berdiskusi, serta mengembangkan
pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip
pendidikan demokratis yang menekankan kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan penghargaan
terthadap keberagaman. Namun demikian, implementasi kurikulum rekonstruksi sosial tidak
terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan tenaga pendidik dalam
mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada isu sosial. Selain itu, sistem
evaluasi pendidikan yang masih berfokus pada pencapaian akademik juga menjadi hambatan
dalam mengukur keberhasilan pembelajaran berbasis rekonstruksi sosial. Di sisi lain, dukungan
kebijakan dan lingkungan pendidikan yang kondusif juga sangat diperlukan agar model
kurikulum ini dapat diterapkan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai model
kurikulum rekonstruksi sosial sebagai alternatif dalam mengembangkan sistem pendidikan yang
lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan, khususnya dalam upaya
mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis melalui proses pendidikan
yang transformatif. Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa pembaruan
kurikulum merupakan suatu keharusan dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin
kompleks. Kurikulum rekonstruksi sosial hadir sebagai salah satu solusi yang tidak hanya
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berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran sosial dan tanggung
jawab kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif
konsep, implementasi, serta implikasi dari model kurikulum rekonstruksi sosial dalam konteks
pendidikan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada
pengkajian konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan model
kurikulum rekonstruksi sosial. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai landasan teoretis, prinsip, serta implementasi
kurikulum dalam konteks pendidikan yang berorientasi pada perubahan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan
mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel
akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kurikulum dan pendidikan kritis. Sumber
data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari
karya-karya ilmiah yang secara langsung membahas konsep kurikulum rekonstruksi sosial,
sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur pendukung yang relevan dengan topik
penelitian, seperti teori pendidikan, kebijakan kurikulum, serta hasil penelitian sebelumnya.

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa teks, gagasan,
dan konsep yang terkandung dalam sumber-sumber literatur. Data tersebut kemudian dianalisis
menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mengelompokkan,
membandingkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh untuk menemukan pola,
hubungan, serta makna yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan secara
sistematis dan mendalam agar menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai model kurikulum
rekonstruksi sosial serta implikasinya dalam dunia pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Dasar Kurikulum Rekonstruksi Sosial
1. Pengertian Kurikulum Rekonstruksi Sosia
Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model pengembangan kurikulum
yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam proses
transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban
(Syafei, I. 2025) Dalam perspektif ini, pendidikan tidak dipahami sekadar sebagai
proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai praktik sosial yang sarat nilai, ideologi,
dan kepentingan yang dapat membentuk arah perubahan masyarakat. Oleh karena
itu, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai
alat rekonstruksi sosial yang mampu merespons berbagai persoalan nyata seperti
ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, marginalisasi kelompok tertentu, serta
rendahnya partisipasi warga dalam kehidupan demokratis.
Kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini lahir sebagai kritik
terhadap kurikulum tradisional yang terlalu berorientasi pada aspek kognitif dan
kurang kontekstual terhadap realitas sosial (Qubro, N. A. K., 2026). Akibatnya,
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proses pembelajaran sering kali terlepas dari kehidupan nyata peserta didik sehingga
tidak mampu membentuk kesadaran sosial yang kritis. Dalam kerangka kurikulum
rekonstruksi sosial, peserta didik diposisikan sebagai agen aktif yang tidak hanya
memahami realitas, tetapi juga mampu menganalisis, mengkritisi, dan melakukan
perubahan sosial secara sadar dan bertanggung jawab.

2. Landasan Teoretis Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Secara teoretis, kurikulum rekonstruksi sosial berakar kuat pada pedagogi kritis
yang dikembangkan oleh Paulo Freire (Utubira, E. E. M., 2026). Konsep utama dalam
pendekatan ini adalah conscientization atau kesadaran kritis, yaitu kemampuan individu
untuk memahami struktur sosial yang menindas sekaligus menyadari perannya dalam
melakukan transformasi sosial. Pendidikan dalam pandangan Freire bersifat dialogis, di
mana guru dan peserta didik berada dalam hubungan yang setara dan saling belajar,
bukan hubungan hierarkis yang menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber
pengetahuan.

(Suharto, T. 2012). menegaskan bahwa pendidikan merupakan praktik politik
yang tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan dan ideologi. Oleh karena itu,
kurikulum harus dirancang untuk membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan
sosial serta mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam perubahan sosial.
Sementara itu, (Azhari, H. 2025) menambahkan bahwa kurikulum selalu mengandung
kepentingan tertentu, sehingga pendidikan demokratis menjadi penting untuk
memastikan adanya ruang partisipasi, kebebasan berpikir, dan kesetaraan dalam proses
pembelajaran.

B. Prinsip-Prinsip Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki seperangkat prinsip fundamental yang menjadi
dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip ini tidak
berdiri sendiri, tetapi saling terintegrasi dalam membentuk sistem pembelajaran yang bersifat
transformatif, kontekstual, dan berorientasi pada perubahan sosial. Secara umum, prinsip
utama kurikulum ini berakar pada gagasan bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai sarana
untuk membangun kesadaran kritis dan mendorong terciptanya keadilan sosial dalam
masyarakat (Mugara, R., 2025). Prinsip pertama adalah relevansi sosial, yaitu bahwa
kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan, permasalahan, dan realitas sosial yang
dihadapi masyarakat. Pembelajaran tidak boleh bersifat abstrak dan terpisah dari kehidupan
nyata peserta didik, karena hal tersebut akan menyebabkan rendahnya keterhubungan antara

seckolah dan masyarakat. Dalam konteks ini, materi pembelajaran harus mampu

mencerminkan isu-isu aktual seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, kerusakan
lingkungan, konflik sosial, dan perubahan budaya. Dengan demikian, proses pembelajaran
menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat melihat langsung hubungan antara teori

dan realitas sosial (Mardizal, J., 2024).
Prinsip kedua adalah pembelajaran partisipatif, yaitu keterlibatan aktif peserta didik

dalam seluruh proses pembelajaran. Peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai objek yang
pasif, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pengetahuan awal, dan kemampuan
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untuk membangun pemahaman baru melalui interaksi sosial. Pembelajaran partisipatif
menckankan kerja sama, diskusi, kolaborasi, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial di
lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan pandangan Dewey yang menegaskan bahwa
pendidikan harus berbasis pengalaman (learning by doing) agar lebih bermakna dan efektif
dalam membentuk karakter peserta didik. Prinsip ketiga adalah pedagogi kritis, yang
menckankan kemampuan peserta didik dalam menganalisis, mempertanyakan, dan
mengevaluasi struktur sosial yang ada.( Fantofik, D., 2025) Dalam prinsip ini, peserta didik
diajak untuk memahami bahwa berbagai masalah sosial tidak terjadi secara alami, tetapi
merupakan hasil dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak seimbang . Oleh karena
itu, pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk berpikir reflektif dan kritis terhadap
realitas yang mereka alami. Pedagogi kritis juga menuntut adanya kesadaran bahwa
pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk atau mengubah struktur masyarakat.

Prinsip keempat adalah pendidikan demokratis, yaitu pembelajaran yang menjunjung

tinggi nilai kesetaraan, kebebasan berpendapat, dialog, dan penghargaan terhadap
keberagaman. Dalam proses ini, kelas dipandang sebagai ruang demokrasi kecil di mana
setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa
diskriminasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong terciptanya diskusi terbuka
dan menghargai perbedaan perspektif. Pendidikan demokratis juga menekankan pentingnya
pengambilan keputusan secara kolektif dalam proses pembelajaran.
Prinsip kelima adalah orientasi tindakan sosial, yaitu bahwa proses pembelajaran harus
menghasilkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hasil belajar tidak hanya
diukur dari aspek kognitif, tetapi juga dari sejauh mana peserta didik mampu menerapkan
pengetahuan mereka untuk melakukan perubahan sosial yang positif. Tindakan ini dapat
berupa kegiatan sosial, kampanye kesadaran, atau partisipasi dalam program pemberdayaan
masyarakat.

Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah terbentuknya individu
yang mampu berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan sosial (Edi, M. G. P. 2025).
Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kurikulum rekonstruksi
sosial merupakan model kurikulum yang bersifat holistik, karena tidak hanya menekankan
aspek pengetahuan, tetapi juga sikap, nilai, dan tindakan sosial. Integrasi antara pembelajaran
partisipatif, pedagogi kritis, dan pendidikan demokratis menjadikan kurikulum ini relevan
dalam menjawab tantangan pendidikan di era modern yang kompleks dan penuh
ketimpangan sosial.

. Implementasi dalam Proses Pembelajaran

Implementasi kurikulum rekonstruksi sosial dalam proses pembelajaran menuntut
adanya perubahan paradigma dari pembelajaran yang bersifat teacher-centered menjadi
student-centered yang berorientasi pada pengalaman nyata dan isu sosial. Dalam konteks ini,
pembelajaran tidak lagi dipahami sebagai proses penguasaan materi semata, tetapi sebagai
proses rekonstruksi pengetahuan yang berhubungan langsung dengan realitas sosial peserta
didik. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah Problem-Based Learning (PBL),
di mana peserta didik dihadapkan pada permasalahan sosial yang kompleks dan kontekstual
seperti kemiskinan struktural, ketimpangan pendidikan, pengangguran, intoleransi sosial,
serta degradasi lingkungan (WAGINO, S. 2025). Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak
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hanya diminta untuk memahami masalah, tetapi juga menganalisis akar penyebab, dampak
sosial, serta merumuskan alternatif solusi yang realistis dan aplikatif. Selain PBL, Project-
Based Learning (PBL) juga menjadi strategi penting dalam implementasi kurikulum ini
karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial
yang nyata. Dalam model ini, peserta didik dapat merancang dan melaksanakan proyek
seperti kampanye kesadaran lingkungan, kegiatan bakti sosial, pemberdayaan masyarakat
lokal, atau program edukasi masyarakat (Khasanah, N., 2025). Aktivitas tersebut tidak hanya
meningkatkan keterampilan akademik, tetapi juga memperkuat nilai pembelajaran partisipatif
karena peserta didik berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Lebih lanjut, metode diskusi kritis, debat terbuka, studi kasus, dan simulasi sosial
menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Melalui diskusi, peserta didik dilatih untuk
mengemukakan pendapat, mendengarkan perspektif orang lain, serta mengembangkan
kemampuan argumentasi yang logis dan etis. Proses ini secara langsung mendukung prinsip
pendidikan demokratis, karena kelas menjadi ruang publik kecil yang mencerminkan
kehidupan demokrasi yang sesungguhnya (Rijal, M. 2025).Selain itu, refleksi kritis juga
menjadi elemen penting dalam setiap pembelajaran, di mana peserta didik diajak untuk
menghubungkan pengalaman belajar dengan realitas sosial yang lebih luas serta mengevaluasi
peran mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, implementasi kurikulum rekonstruksi
sosial menghasilkan pembelajaran yang tidak hanya bermakna secara akademik, tetapi juga
transformatif secara sosial.

. Guru dalam Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Dalam kurikulum rekonstruksi sosial, peran guru mengalami transformasi mendasar dari
otoritas tunggal menjadi fasilitator pembelajaran yang berperan sebagai pengarah proses
berpikir kritis peserta didik. Guru tidak lagi menjadi pusat pengetahuan, tetapi menjadi
mediator yang menciptakan ruang dialog, refleksi, dan kolaborasi dalam proses pembelajaran.
Dalam konteks pedagogi kritis, guru memiliki tanggung jawab untuk membantu peserta didik
memahami bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan terkait erat dengan struktur
kekuasaan, ideologi, dan ketidakadilan sosial (Hidayah, M. U., (2023). Sebagai fasilitator, guru
berperan dalam merancang strategi pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta
didik melalui pendekatan pembelajaran partisipatif. Hal ini mencakup penggunaan metode
diskusi kelompok, kerja proyek, studi kasus, serta pembelajaran berbasis isu sosial yang
relevan dengan kehidupan peserta didik. Guru juga berperan dalam mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kritis yang mendorong peserta didik untuk berpikir lebih dalam, seperti mengapa
suatu ketimpangan sosial terjadi, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana solusi yang dapat
dilakukan secara kolektif.

Dalam konteks pendidikan demokratis, guru menjadi model yang mencerminkan nilai-
nilai demokrasi seperti keterbukaan, kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap
perbedaan pendapat. Guru juga harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman
secara psikologis, di mana peserta didik merasa bebas untuk mengemukakan pendapat tanpa
takut disalahkan. Selain itu, guru memiliki peran penting dalam mengintegrasikan isu-isu
keadilan sosial ke dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami relevansi
materi dengan kehidupan nyata. Namun demikian, implementasi peran ini tidak lepas dari
berbagai tantangan. Banyak guru masih terjebak dalam pola pembelajaran konvensional yang
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berorientasi pada hasil ujian dan hafalan. Selain itu, keterbatasan pelatithan mengenai
pendekatan kritis, beban administratif yang tinggi, serta sistem evaluasi yang belum
mendukung pembelajaran berbasis proses menjadi hambatan dalam penerapan kurikulum ini
(Lubis, K. U., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi guru secara
berkelanjutan agar mampu menjalankan peran sebagai agen perubahan sosial dalam
pendidikan.

. Implikasi terhadap Peserta Didik

Penerapan kurikulum rekonstruksi sosial memberikan implikasi yang sangat luas
terhadap perkembangan peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun sosial. Dari
aspek kognitif, peserta didik mengalami peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi
seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan refleksi kritis. Kemampuan ini berkembang sebagai
hasil dari penerapan pedagogi kritis, yang mendorong peserta didik untuk tidak hanya
menerima informasi, tetapi juga mempertanyakan, mengkritisi, dan memahami struktur
sosial yang melatarbelakanginya (Widiantie, R. 2025). Thalibul Ilmi Publishing & Education..
Pada aspek afektif, peserta didik menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya
keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka menjadi lebih peka terhadap
ketimpangan sosial, diskriminasi, serta berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di
lingkungan sekitar. Selain itu, empati sosial peserta didik juga meningkat, terutama terhadap
kelompok yang termarginalkan. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum rekonstruksi sosial
tidak hanya membentuk kemampuan intelektual, tetapi juga membangun dimensi emosional
dan nilai kemanusiaan.

Dari aspek sosial, peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran partisipatif,
mampu bekerja sama dalam kelompok, serta lebih percaya diri dalam mengemukakan
pendapat. Mereka juga lebih terbiasa dengan proses diskusi yang terbuka dan setara sebagai
bagian dari praktik pendidikan demokratis (Ruslandi, U.,2025). Keterlibatan dalam berbagai
aktivitas sosial seperti proyek komunitas atau diskusi isu publik membuat peserta didik
memiliki pengalaman langsung dalam memahami dinamika sosial di masyarakat. Selain itu,
pembelajaran yang berbasis realitas sosial membuat peserta didik lebih mampu
menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya
meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga memperkuat kesadaran mereka sebagai bagian dari
masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Pada akhirnya, kurikulum rekonstruksi
sosial membentuk peserta didik sebagai individu yang kritis, reflektif, demokratis, serta
memiliki komitmen kuat terhadap terciptanya *keadilan sosial* dalam kehidupan
bermasyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai model kurikulum rekonstruksi

sosial, dapat disimpulkan bahwa kurikulum rekonstruksi sosial merupakan pendekatan

pengembangan kurikulum yang menempatkan pendidikan sebagai sarana strategis untuk

mendorong perubahan sosial menuju keadilan sosial dan pendidikan demokratis. Kurikulum ini

tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kesadaran

kritis peserta didik terhadap berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan, diskriminasi,

marginalisasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis. Secara
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teoretis, kurikulum rekonstruksi sosial berlandaskan pada pedagogi kritis yang menekankan
kesadaran reflektif (conscientization), dialog, dan tindakan sosial. Konsep ini menegaskan
bahwa pendidikan bukanlah proses yang netral, melainkan sarana untuk membangun kesadaran
kritis peserta didik terhadap struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, peserta didik diposisikan
sebagai subjek aktif yang mampu menganalisis, mengkritisi, dan berkontribusi dalam perubahan
sosial di lingkungannya.

Dalam implementasinya, kurikulum rekonstruksi sosial diwujudkan melalui pendekatan
pembelajaran seperti Problem-Based Learning (PBL), Project-Based Learning (PjBL), diskusi
kelompok, dan refleksi kritis. Pendekatan tersebut memperkuat pembelajaran partisipatif yang
memberikan ruang bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta
menghubungkan materi dengan realitas sosial. Selain itu, peran guru berubah dari pusat
informasi menjadi fasilitator yang mendorong terciptanya pembelajaran yang dialogis, inklusif,
dan demokratis. Implikasi dari penerapan kurikulum ini menunjukkan bahwa peserta didik
mengalami peningkatan dalam aspek kognitif, afektif, dan sosial. Mereka menjadi lebih kritis,
peka terhadap keadilan sosial, mampu bekerja sama, serta lebih percaya diri dalam
menyampaikan pendapat dalam konteks pendidikan demokratis. Dengan demikian, kurikulum
rekonstruksi sosial berkontribusi signifikan dalam membentuk peserta didik sebagai agen
perubahan sosial yang memiliki kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap
terciptanya masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
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